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BUPATI PESISIR SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR :       /       /Kpts/BPT-PS/2019
TENTANG
(Judul Keputusan Bupati)
BUPATI PESISIR SELATAN,

	Menimbang
	:
	a.
	bahwa..................................................................;

	
	
	b.
	bahwa..................................................................;

	
	
	c.
	dan seterusnya..................................................;

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

	
	
	3.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

	
	
	4.
	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

	
	
	5.
	dan seterusnya....................................................;

	
	
	
	(jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan Perundang-undangan dan jika tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya)


MEMUTUSKAN :

	Menetapkan
	:
	

	KESATU
	:
	..................................................................................

	KEDUA
	:
	..................................................................................

	KETIGA
	:
	..................................................................................

	KEEMPAT
	:
	Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran ...... Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas/Badan/Bagian.....

	KELIMA
	:

	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di  Painan
pada tanggal, 
  BUPATI PESISIR SELATAN,

 




              (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

 NOMOR
 :        /        /Kpts/BPT-PS/2019
 TANGGAL
 :                        2019
	 TENTANG

	:
	


(ISI LAMPIRAN)
  BUPATI PESISIR SELATAN,

 




              (Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)
CONTOH KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN :
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BUPATI PESISIR SELATAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR :  180/        /Kpts/BPT-PS/2019
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI VALIDASI KEPUTUSAN BUPATI DAN EVALUASI/KLARIFIKASI PERATURAN NAGARI TAHUN 2019
BUPATI PESISIR SELATAN,

	Menimbang
	:
	a.

	bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 dan Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta Pasal 14 dan  Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, perlu dibentuk Tim Asistensi Validasi Keputusan Bupati dan Evaluasi/Klarifikasi Peraturan Nagari;

	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Asistensi Validasi Keputusan Bupati dan Evaluasi/Klarifikasi Peraturan Nagari Tahun 2019;

	Mengingat
	:
	1. 


	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956  tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77)  jo  Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,  Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia   Nomor 1643);

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

	
	
	5.
	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 5601);

	
	
	6.
7.
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

	
	
	8.
9.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

	
	
	10.
	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

	
	
	11.
	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

	
	
	12.
	Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;


	MEMUTUSKAN:



	Menetapkan

	:
	
	

	KESATU

	:
	Membentuk Tim Asistensi Validasi Keputusan Bupati dan Evaluasi/Klarifikasi Peraturan Nagari Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

	KEDUA
	:
	Tim Asistensi Validasi Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

	
	
	a.


	mengkaji materi atau substansi Rancangan Keputusan Bupati agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;

	
	
	b.

c.

d.
	melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Keputusan Bupati sesuai legal drafting;

memvalidasi dan/atau membahas Rancangan Keputusan Bupati yang diajukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi, penyempurnaan dan/atau perbaikan sebelum ditetapkan; dan

melakukan paraf koordinasi terhadap Rancangan Keputusan Bupati.



	KETIGA

KEEMPAT

KELIMA


	:

:

:
	Tim Asistensi Evaluasi/ Klarifikasi Peraturan Nagari dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengkaji materi atau substansi Rancangan Produk Hukum Nagari agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum;

b. menganalisa Rancangan Produk Hkum Nagari dengan memperhatikan kondisi riil masyarakat dan pemerintah;

c. melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Produk Hukum Nagari;

d. menetapkan jadwal Pembahasan Rancangan Produk Hukum Nagar;

e. membahas Rancangan Produk Hukum Nagari yang diajukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, pemantapan konsepsi, penyempurnaan dan/atau perbaikan sebelum ditetapkan; dan

f. membuat Rekomendasi terhadap Produk Hukum Nagari yang telah dievaluasi dan diklarifikasi.

Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.






Ditetapkan di Painan







pada tanggal        Januari 2019

 BUPATI PESISIR SELATAN,








            HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

 NOMOR
 :   180/        /Kpts/BPT-PS/2019
 TANGGAL
 :          JANUARI 2019
	 TENTANG

	:
	PEMBENTUKAN TIM ASISTENSI VALIDASI KEPUTUSAN BUPATI DAN EVALUASI/KLARIFIKASI PERATURAN NAGARI TAHUN 2019.




TIM ASISTENSI VALIDASI KEPUTUSAN BUPATI DAN EVALUASI/KLARIFIKASI PERATURAN NAGARI TAHUN 2019

	NO.
	JABATAN
	KEDUDUKAN DALAM TIM

	1.
	Bupati Pesisir Selatan
	Penanggung Jawab

	2.
	Wakil Bupati Pesisir Selatan
	Wakil Penanggung Jawab

	3.
	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
	Ketua

	4.
	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
	Wakil Ketua

	5.
	Staf Ahli  Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Pesisir  Selatan
	Wakil Ketua

	6.
	Kepala Bagian Hukum  Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
	Sekretaris

	7.
	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
	Wakil Sekretaris

	8.
	Unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
	Anggota

	9.


	Unsur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
	Anggota

	10.


	Unsur Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan
	Anggota

	11.
	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
	Anggota

	12.
	Kepala Sub Bagian Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
	Anggota


	15.

16.

17.

18.
	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Nila Gumalasari, Amd)

Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Sepri Ferdiansyah, S.Kom)

Pengadministrasi Umum pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan


	Anggota

Sekretariat

Sekretariat

Sekretariat




                                                                     

    BUPATI PESISIR SELATAN,









    HENDRAJONI

